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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1}
Undang-tlndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20l5tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daera-h tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Persrakilan Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujud.an dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD, serta Frioritas
dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah
Talrun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +286l';

c.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iadonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr
aa00);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tatrun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.4."n1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AAg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAg Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang Undang Nomor 12 Tahun ZOLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2AL4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubalean Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]l;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daera-h {Iembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum {kmbaran
Negara Republik Indouesia Tahun 2005 Ncm.or 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45}2ll sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53aO);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah
diubah denga.n Peraturan Pemerintah Nomcr 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peratura:r Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tallun 20OS tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahn lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6La\
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Iaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat {Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun
2OQ7 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a693\;

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZALO Nomor L23, Tambatran lembaran
Negara Republik Indonesia l{omcr 5165};

Peraturan Pemerintale Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OTZ tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2At2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nornor L2 Tahun 2AL7 bntang
Pembinaan dan Penganrasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 24fi
Nomor 73, Tambahan l,enbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun ?Afi Nomcr 106, Tarcbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
ZOLL Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Al4
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ?ALL Nomor aSO);
sebagaimana telall diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
Z}rc tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
DaIaE Negeri Nomor 32 Tahun ZAl4ftntang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Be1aqy'a Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 5a1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2AI7
tentang Pedoman Perryusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2AO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daeratr Kabupaten Tabalong Tahun 2AO5-2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2AA9 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor O2 Tahun
2O1O tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{I,embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan l,emtraran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerale Kabupaten Tatralong Nomor 02 Tahun ZALT tentang
Perubahan Atas Peratura-lr Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2ol0tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02 );

24.

23.

25.

26.

27.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomot A2 Tahun
2AL3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomcr O2, Tamhahan Lembarerr Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabuparlen Tabalong Nomor 18 Tahun
2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daeralr Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 {Lembaran
Daerah Kalrupaten Tabalong Tahun 2Ot4 Nom+r 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2AL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(I-embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tnmbatran Iembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor O2);

30"

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

28.

29.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANC} ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAI'{ 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tal.unL Anggaran 2018, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp"1'391.185"295.O00,00

b. Belanja Rp.1.a95.67L.7OO-O00,00

Surplusl(Defisit) (Rp. LO4.486.405.000,00)

Rp.

Rp.

1A4.486.405.000,00

0,00

F-p. 104.486.405.000,00

0,00

t huruf a terdiri dari:

Rp. 166.268.005.000,00

Rp. 982.168.025.000,00

Rp. 242.749.265.000,00

t1)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

Pend.apatan se bagaimana dimaksud cialam Pasal

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

sejumlah
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{21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri

dari jenis pendapata-n:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 50.555.700.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.664.553.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan RP. 12.000.000.000,00

d. l,ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang satr

sejumiah RP.97.047.752.000,00

t3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf tr terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlali Rp'407-652.652.00O,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.494.109.854.O0O,OO

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 80.405.519.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hitlah sejumlah Rp. 5.10O.OOO.O00,OO

b. Dana Darurat sejumlah RP. o,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 96.799-673.A00,00

d. Dana Penyesuaian dan Cltonomi Khusus

sejumiah RP.14L.449.592.0O0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

f. Dana Penyeimbang Ad Hoc sejumlah Rp'O,OO

Pasal 3

(1) Belanja Daeralr sebagaimana dimaksud dalpm Pasal t huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.782.295.617.00O,O0

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.713.376.083"000,O0
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Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari:

Rp.508.0 18.272.700,00a. Belanja Pegawai sejurnlah

b. Belanja Bunga sejumlah

c. Belanja Subsidi sejumlah

d. Belanja Hibah sejumlah

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

f. Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsilKabupaten/

Kota dan Pemerintah Daeralr sejumlah

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

c. Belanja Modal sejumlah

a. Penerimaar:r sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah

Rp

Rp.

Rp. 64.211.586.050,00

Rp. 13.081.616.800,00

Rp. 5.974.000.000,00

Rp. 185.947.3 13.7OO,OO

Rp. 5.062.827.750,00

Rp. 8A.O12.444.530,00

Rp.293.509.7 1 1.8 19,95

Rp.339.853.926.650,05

o,o0

0,oo

0,00

0,oo

o,oo

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud paLda ayat {1} huruf b terdiri dari:

(21

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daeralr sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c terdiri

dari:

Rp. 1 04. 486.405. 0O0,00

Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya {SILPA} sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

huruf a terdiri dari jenis

Rp. 1 0a.486.405. 000,00

Rp. O,0O

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan sejumlahRp" 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Sejumlah

t. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

g. Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan

Modal sejumla}"

Rp.

Rp.

Rp.
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

b. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

terdiri dari jenis

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasal 5

Dalam keadaan darurat dan/ataukeperluan mendesak Pemerintah
Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dengan melal<ukan pergeseran belanja tidak terduga atau
penjadwalan ulang capaian target kineda program kegiatan tahun berjalan,
dengan cara melakukan perubahan ata.s Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
dan selanjutnya ditempung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal tidak dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentalg
Anggaran Pendapatan dan Beianja DaeratrTahun Anggaran 2018, maka atas
pergeseran anggaran sebagaimana. tercantum dalam perubahan Peraturan
Bupati tersebut akan dicantumkan/disampaikan dalam CALK pada Laporan
Realisasi Anggaran Tahun 2018.

Kreteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten
Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan tedadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Tabalongi dan
d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Kreteria Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Bela4ia Tidak Terduga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yalag
anggararuaya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan rnasyarakat.

Frogram dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan pelaya.nan dasar mencakup urusan pendidikan,
urusan kesehatan, urusa.ll pekeq'aan umum dan penataarl ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial yang
harus segera dilaksanakan; dan

b. Program dan Kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD
tahun anggaran bedalan, namun pagu dana yang disediakan tidak
mencuku.pi, pennrnbahan anggaran ha:rya diarahkan untuk memenuhi
belaqia modal dan/atau belaqia barang dan jasa dengan mengubah
terlebih dahulu capaian kinerja;

{1} huruf b

n*aur.

Rp.

Rp.

Rp.

{u

(2t

(s)

t3)

(4)
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(5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana di,maksud pada ayat {3) huruf b, :

a. Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau dana pemerintah daerah
lainnya dan dipercleh setelah APBD ditetapkan, nalrlun dana pendukung
berupa admirristrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum
tersedia;

b. Program dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang
didanai oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, narnun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;

c. Belanja ymrg bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa; atau

d. Keperluan m.endesak lainnya yarlg merupakan kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan / atau Pemerintah Daerah
pada tahun anggaran berjalan;

{6} Tata cara pelaksanaar belanja untuk keperluan keadaan dan/atau mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr sebagaimana
d,imaksud dalam Pasal 1, tercantum dalem Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Lampiran II Ringkasan Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintah.an Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Orgarrisasi, Program dan
Kegiatan;

tampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;

Lampira:r VII Daftar Piutang Daeratr;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal {Investasi} Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Lampiran X Daftar Perkiraan Penambalran dan Pengurangan Aset Tetap
Lainnnya;

Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kemba-li Dalam Tahun
Anggaran ini;

Lampiran XIl Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daer.ai: Ka'i:ripatcrr Tabaioiig Tahuir Anggalair 20i8 riiatui ,jeiifial Fcia-'ui;raii

Bupati.

Pasai I

Peraturam Daerair ini rnulai beriaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap ora-rrg mer:getahuinira, meme:'intahkan pe*grrndangaE Pera-t-uran

D"aerah ini hengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tan3ung
langgai 13 Desernlrer 20i?

LO:{G,

SYAKHFIANI

Diundangka:t di ?anju*g
13 Desember 2*i7

IS DAERAH KABUPATEN TABALO}\IG,

MUTHALI$ SANGADJ]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALON{} TAHUN 2OL7 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERA}i KABUFATEN TABALCI\iG FROViI{SI HALIMAft'T'AN

SELATAN t17s /2017l'

N#
SETDA


